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ABSTRACT

The regional revenue heavily relies on vehicle taxes, playing a crucial role as one of the main pillars in generating significant income to support local development. Therefore, optimizing state revenue becomes crucial to achieve the government's expected targets. This research aims to examine the effects of taxpayer awareness, tax socialization efforts, and tax amnesty programs on the compliance level of vehicle taxpayers. The population focused on in this study consists of vehicle taxpayers registered at the SAMSAT office in Bogor City. Data collection utilized the simple random sampling method and Slovin's formula to obtain a sample size of 400 respondents. The type of data used is primary data analyzed through the use of a questionnaire with the assistance of SPSS software version 26, and the results were analyzed using a multiple linear regression analysis approach. The findings of this research prove that taxpayer awareness, tax socialization, and tax amnesty programs have a positive impact at a significance level of 5% (X1= 0.266, X2= 0.306, and X3= 0.318).
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ABSTRAK

Penerimaan daerah sangat bergantung pada pajak kendaraan yang berperan sebagai salah satu pilar utama dalam menciptakan pendapatan yang signifikan untuk mendukung pembangunan di tingkat lokal. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan negara menjadi krusial guna mencapai target yang diharapkan pemerintah. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji efek dari kesadaran dari wajib pajak, upaya sosialisasi perpajakan, dan_program pemutihan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan. Populasi yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah para wajib pajak kendaraan yang telah terdaftar di kantor SAMSAT Kota Bogor, dengan pengumpulan data menggunakan metode simple random sampling dan rumus Slovin untuk mendapatkan jumlah sampel mencakup 400 responden. Jenis data yang dipergunakan adalah data primer yang dianalisis melalui penggunaan kuesioner dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 26, dan hasilnya dianalisis menggunakan pendekatan analisis regresi linier berganda. Temuan dari penelitian ini membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan program pemutihan pajak memiliki dampak positif pada tingkat signifikansi 5% (X1= 0,266 , X2= 0,306, dan X3= 0,318).

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Program Pemutihan Pajak
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PENDAHULUAN

Sebuah kewajiban bagi warga negara salah satunya membayar pajak, yang digunakan untuk mendanai berbagai kebutuhan negara. Proses pengumpulan pajak di Indonesia masih sulit untuk dikelola dan tidak memenuhi harapan pemerintah (Kustiawan et al 2019). Hal tersebut tidaklah mudah dilakukan karena melibatkan pengeluaran sebagian pendapatan orang kepada negara (Masari & Suartana, 2019). Penghasilan terbesar suatu negara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berasal dari pajak, yang dimanfaatkan untuk memperbesar penghasilan di tingkat lokal (Darmakanti & Febriyanti, 2021). Oleh karena itu, pemerintah kemudian memberlakukan pajak sebagai sumber pendapatan untuk daerah. Meskipun demikian, masih ada individu yang terlambat pembayaran pajak, sehingga tidak patuh terhadap peraturan perpajakan dalam batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan (Fadillah & Nyale, 2022).
[bookmark: _GoBack]Berdasarkan data Samsat Kota Bogor, selama 4 tahun terakhir yakni tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 dimana jumlah pembayaran pajak kendaraan bermotor mengalami fluktuasi. Kondisi tersebut menunjukan adanya perubahan dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor dari waktu ke waktu. Pada tahun 2019 terdapat sebanyak 488.284 jumlah wajib pajak yang membayar pajak dengan total penerimaan sebesar Rp.306.841.210.100. Hal tersebut berbanding lurus pada tahun 2020, terjadi penurunan dengan 459.212 wajib pajak terdaftar dan penerimaan pajak total mencapai Rp.283.573.337.700. Namun, jumlah pembayar pajak meningkat dari tahun 2021 ke tahun 2022 yang terdaftar sebanyak 462.030 dan 467.720 dengan total penerimaan pajak masing-masing sebesar Rp.306.748.000.600 dan Rp.335.913.877.900. Di samping itu, banyak juga pembayar pajak yang tidak mematuhi aturan yang berlaku dengan tidak melaporkan dan membayar pajak sebagaimana mestinya. 
Menurut Virgiawati et al (2019), kepatuhan wajib pajak dapat diklasifikasikan berdasarkan perspektif mencakup pemahaman dan penerapan peraturan perpajakan yang tepat, pembayaran pajak sesuai dengan jadwal yang ditentukan, tidak ada tunggakan pajak, serta tidak pernah terkena sanksi hukuman sebagai konsekuensi dari pelanggaran peraturan perpajakan. Beberapa elemen yang bisa memengaruhi tingkat sikap patuh wajib pajak meliputi kesadaran dari diri wajib pajak, upaya sosialisasi perpajakan,_dan pelaksanaan program pemutihan pajak.
Dalam konteks perpajakan, tingkat kesadaran individu yang telah diwajibkan membayar pajak memiliki dampak signifikan, karena kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya dapat berkontribusi secara positif pada tingkat kepatuhan pajak. Dengan kesadaran ini, pembayaran pajak diharapkan meningkat, sementara masalah yang terkait dengan seseorang yang enggan atau tidak mematuhi kewajiban pajak mereka (Putra & Waluyo, 2020). Mengukur tingkat kesadaran pajak dapat dilakukan dengan memperhatikan sejauh mana keterlibatan dan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan serta melaporkan kewajiban mereka. Komitmen dan kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan tercermin dalam pemahaman wajib pajak terhadap peran pajak serta sejauh mana mereka melaksanakannya dengan sungguh-sungguh (Aswati et al 2018). Salah satu elemen yang berperan dalam menentukan tanggung jawab pajak adalah tingkat kesadaran dari para wajib pajak, yang dapat mempengaruhi sejauh mana mereka menghindari kewajiban pembayaran pajak, serta upaya sosialisasi pajak kepada masyarakat (Ramdhan & Rachman, 2023).
Menurut Fuliyanto (2022), melalui upaya sosialisasi perpajakan, diharapkan agar masyarakat dapat memahami manfaat dan peranan yang penting dari pajak dalam mendukung pembiayaan pengeluaran pemerintah, sehingga memberi pemahaman kepada wajib pajak bahwa pembayaran pajak akan dikembalikan kepada mereka melalui penggunaan infrastruktur dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah, dengan ini masyarakat akan membentuk sikap patuh. Menurut Ainul (2021), menyatakan bahwa tingkat sosialisasi pemerintah terkait pembayaran pajak tidak hanya dipengaruhi oleh frekuensi sosialisasi itu sendiri. Faktor lain, seperti kendala finansial, juga turut berperan, di mana wajib pajak harus mengalokasikan dana mereka untuk kebutuhan lain sebelum membayar kewajiban pajak.
Pendapatan dari pajak kendaraan tidak hanya berasal dari jumlah yang dibayarkan oleh wajib pajak, tetapi juga datang dari pembayaran tunggakan pajak kendaraan yang wajib pajak bayar (Martadani & Hertati, 2019). Tunggakan tersebut mencakup pajak kendaraan bermotor yang telah melewati batas waktu pembayarannya (Ekasari & Akbari, 2018). Pemerintah daerah mengambil langkah meningkatkan pendapatan pajak dari pemilik kendaraan bermotor dengan menerapkan kebijakan pembebasan atau keringanan pajak daerah (pemutihan), bertujuan memberikan insentif agar masyarakat lebih termotivasi memenuhi kewajiban membayar pajak (Saputra, 2018).
Penelitian yang telah dilakukan oleh Azemi et al (2020); Nuchafifah (2020); Ramdhan & Rachman (2023), mengindikasikan bahwa kesadaran dari  seorang wajib pajak berkontribusi baik terhadap sikap patuh membayar pajak kendaraan bermotor. Secara faktual, sosialisasi perpajakan memiliki peran kunci dalam meningkatkan sikap patuh wajib pajak terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kesadaran tinggi dan_tingkat sosialisasi perpajakan yang tinggi dapat memberikan dampak positif pada sikap patuh dari wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan, serta berkontribusi pada ketaatan mereka dalam memenuhi tanggung jawab pembayaran pajak kendaraan bermotor (Aprilianti, 2021; Ramdhan & Rachman, 2023; Sumarta, R, 2019). Selain itu, dampak positif pada penerimaan pajak kendaraan bermotor juga terlihat melalui implementasi program pemutihan pajak (Fitriana. & Aisyah, 2023; Fitrianti et al., 2023; Hanum & Sari, 2023).
Namun demikian, perbedaan utama dengan penelitian sebelumnya adalah pengenalan variabel independen tambahan dalam bentuk program pemutihan pajak, serta perubahan objek penelitian yang dilakukan di Kantor Samsat Kota Bogor. Dikarenakan belum banyak penelitian lain yang membahas variabel penelitian ini, maka peneliti mengangkat topik ini sebagai bahan penelitian.
Penelitian ini menarik karena selama empat tahun sebelumnya terdapat disparitas antara jumlah individu yang terdaftar dan individu yang telah melakukan pembayaran pajak, sehingga tingkat sikap patuh seseorang dalam membayar pajak kendaraan bermotor terus menjadi subjek perdebatan di kalangan peneliti. Selain itu, penelitian ini menginvestigasi tingkat efektivitas dari dampak kesadaran dari wajib pajak, upaya sosialisasi perpajakan, dan program pemutihan pajak terhadap sikap patuh wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Bogor. Harapannya, hasil penelitian ini akan memperkuat kerangka Kebijakan pajak yang telah diberlakukan bertujuan untuk mendorong individu agar patuh terhadap peraturan yang telah diberlakukan oleh negara.


TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribusi
Pada tahun 1958 terdapat teori yang ditemukan oleh Heider yaitu dikenal sebagai teori atribusi, dimana teori ini dapat mendeskripsikan tingkah laku seseorang dengan mempertimbangkan gabungan pengaruh internal seperti karakter, sikap, sifat, dan kemampuan individu, serta pengaruh eksternal seperti tekanan situasi, tantangan dalam kondisi tertentu, dan elemen lainnya (Arifin, 2022). Menurut Rahmawati & Yulianto (2018), teori atribusi digunakan dalam konteks analisis perilaku kepatuhan wajib pajak dengan mempertimbangkan pengaruh internal dan eksternal sebagai cara untuk menjelaskan perilaku wajib pajak. Pengaruh internal merujuk pada elemen yang berasal dari dalam individu dan dapat diatur oleh mereka sendiri, sementara pengaruh eksternal adalah unsur yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar individu tersebut. Dalam teori ini, tujuannya adalah untuk menilai dampak pengaruh internal, seperti sejauh mana kesadaran wajib pajak memengaruhi sikap patuh seseorang dalam mentaati kewajiban pembayaran pajak. Selain itu, tujuannya untuk melibatkan pengidentifikasian dampak pengaruh eksternal, seperti upaya sosialisasi perpajakan dan keberadaan program pemutihan pajak mengenai tingkat sikap patuh wajib pajak dalam proses pembayaran pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak
Sikap patuh menunjukkan pada ketaatan terhadap wewenang dan peraturan tertentu. UU Pajak Daerah No.28 tahun 2009, menjabarkan bahwa pajak kendaraan bermotor merujuk pada pembayaran yang dikenakan terhadap pengendalian atau penggunaan kendaraan bermotor. Sesuai dengan definisi undang-undang tersebut, kendaraan bermotor merupakan berbagai macam kendaraan yang menggunakan roda dan kelengkapannya menggunakan berbagai jenis kendaraan jalur darat atau kendaraan jalur air, ditenagai oleh mesin atau perangkat teknis merubah sumber energi ke tenaga gerak (Saputra et al, 2022). Namun, realitanya masih ada seseorang yang tidak taat terhadap peraturan dan kurang menyadari tanggung jawab mereka dalam melaksanakan kewajiban pajak. Dalam menjalankan tanggung jawab perpajakan, kepatuhan pajak mencerminkan kesediaan wajib pajak untuk mematuhi aturan pajak, dengan tujuan memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya (Wahyudi & Fitriah, 2021). Kepatuhan wajib pajak mengacu pada kemauan mereka untuk patuh terhadap regulasi perpajakan tanpa memerlukan inspeksi ketat, penyelidikan, peringatan, atau ancaman hukum atau tindakan administratif sebagai bentuk tekanan (Susanto & Arfamaini, 2021). Berdasarkan temuan Aswati et al (2018), ditemui dua kategori sikap kepatuhan yang dapat di identifikasi meliputi kepatuhan formal yaitu ketika seorang wajib pajak hanya melakukan tugas-tugas perpajakan yang harus mereka lakukan secara resmi sesuai dengan hukum perpajakan seperti melakukan pendaftaran sebagai wajib pajak, mengestimasi jumlah pajak yang harus disetor, dan menyampaikan laporan pajak. Kepatuhan material yaitu ketika seorang wajib pajak melaksanakan semua tindakan dengan benar dan lengkap dalam aturan perpajakan.

Kesadaran Wajib Pajak
Kesadaran diri wajib pajak mencakup situasi pada konteks keterlibatan mendapatkan wawasan yang baik perihal regulasi perpajakan dan dengan sukarela patuh serta melaksanakannya (Ghassani, 2019). Menurut jika seorang yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak memiliki pemahaman yang baik tentang kewajiban perpajakannya, kemungkinan besar ia akan dengan sukarela mematuhi kewajiban pembayaran pajak yang mematuhi ketentuan yang berlaku. Elemen yang paling dominan dalam memengaruhi sikap kepatuhan seorang wajib pajak ialah kesadaran wajib pajak (Azemi et al 2020). Kesadaran perpajakan muncul ketika wajib pajak memiliki pemahaman tentang tujuan pajak. Dalam menaikkan kesadaran perpajakan, wajib pajak perlu memahami secara positif pelaksanaan sistem perpajakan, sehingga muncul kesadaran perpajakan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Bernard et al 2018).

Sosialisasi Perpajakan
Sosialisasi perpajakan adalah langkah untuk menyeruahkan pemahaman kepada publik mengenai berbagai faktor perpajakan, termasuk informasi terkait hukum dan prosedur yang tepat dalam sistem perpajakan (Widajantie & Anwar, 2020). Menurut hasil penelitian Sumarta & Meliawati (2019), dijelaskan bahwa melalui penyelenggaraan sosialisasi perpajakan, wajib pajak dianggap dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang perpajakan dan lebih mudah mendapatkan informasi terkait perpajakan. Selain itu, wajib pajak tidak memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban pajak mereka karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang ketentuan peraturan perpajakan (Gantino et al., 2020). Hal ini secara langsung mengindikasikan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki potensi untuk memberikan dampak tingkat kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan dapat diadakan penyuluhan tentang perpajakan melalui media massa,media elektronik., dan pemasangan baliho yang berisi kutipan-kutipan singkat yang memudahkan pemahaman akan pentingnya membayar pajak atau berdiskusi langsung dengan wajib pajak (Ramdhan & Rachman, 2023).

Program Pemutihan Pajak
Pemutihan pajak kendaraan merujuk pada menghilangkan denda keterlambatan dalam pembayaran pajak dan pencabutan sanksi berupa uang akibat keterlambatan membayar pajak yang diberlakukan oleh pemerintah dalam periode sekitar tiga bulan. Aturan ini berlaku untuk semua pemilik kendaraan di suatu wilayah (Widajantie & Anwar, 2020). Sedangkan menurut (Ferry & Sri, 2020), menjelaskan bahwa program pemutihan pajak kendaraan adalah langkah penggalian anggaran dari individu yang sebelumnya belum melaksanakan pembayaran pajak untuk kendaraan mereka. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor memberikan penduduk kesempatan melakukan pembayaran tunggakan pajak kendaraan tanpa dikenakan denda tambahan, menciptakan peluang yang menguntungkan bagi mereka. Dari hasil penelitian Widajantie & Anwar (2020), mengungkapkan bahwa implementasi program pembebasan pajak kendaraan bermotor dapat memperkuat ketaatan wajib pajak dan mendorong masyarakat untuk melunasi kewajiban pajak mereka. Dengan adanya program ini, penduduk hanya perlu membayar jumlah utama dari pajak yang terutang tanpa tambahan biaya lainnya (Gustaviana, 2020). Pemerintah menerapkan kebijakan pembebasan pajak untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam membayar pajak tanpa kesulitan. Langkah ini bertujuan memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk menyadari arti penting dari kewajiban pajak, sekaligus berkontribusi pada peningkatan pendapatan pajak daerah yang dikelola oleh instansi pendapatan provinsi (Saputra et al., 2022).

Hubungan Antar Variabel Dan Pengembangan Hipotesisi
Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Meningkatkan kesadaran individu yang diketahui telah terdaftar sebagai seseorang yang wajib membayar pajak dan memberlakukan sanksi perpajakan merupakan cara untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi (Mellacantika & Bawono, 2023). Kesadaran pemilik kendaraan bermotor mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kesadaran pemilik kendaraan, semakin besar tingkat ketaatan mereka untuk membayar pajak kendaraan bermotor (Ramdhan & Rachman, 2023). Pernyataan tersebut searah dengan penelitian terdahulu yang ditemukan oleh Aswati et al (2018) dan Ghassani, (2019), dimana tingkat kepatuhan seorang wajib pajak secara signifikan dipengaruhi oleh tingkat kesadaran yang dimiliki oleh para wajib pajak. Bertentangan dengan temuan Widyanti et al (2022), yang menjelaskan kesadaran dari wajib pajak berdampak negatif terhadap sikap patuh seseorang yang diwajibkan membayar pajak.

H1: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut Widajantie & Anwar (2020), sosialisasi perpajakan merupakan usaha untuk menyampaikan pemahaman, informasi, arahan kepada publik mengenai sistem perpajakan. Hal ini sangat penting untuk memberikan masyarakat pemahaman tentang seluruh aspek sistem perpajakan, termasuk regulasi dan prosedur yang sesuai, dengan menggunakan berbagai metode yang efektif (Saputra et al., 2022). Peningkatan sosialisasi kepada wajib pajak dapat meningkatkan tingkat ketaatan mereka (Widyanti et al., 2022). Hasil penelitian dari (Ramdhan & Rachman, 2023), menegaskan bahwa upaya sosialisasi perpajakan berdampak positif dalam meningkatkan tingkat sikap patuh dari wajib pajak.. Temuan ini juga  didukung dalam penelitian yang dilakukan oleh (Fuliyanto, 2022). Sebaliknya, hasil kajian dari (Bernard et al., 2018); (Agustiningsih & Lauwrenza, 2023) menyimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari sosialisasi perpajakan terhadap sikap patuh dari wajib pajak kendaraan bermotor

H2: Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
[bookmark: _Hlk157462377]Pemutihan pajak kendaraan adalah tindakan pemerintah yang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melunasi pajak kendaraan mereka tanpa denda atas keterlambatan pembayaran. Inisiatif ini memungkinkan pelunasan kewajiban perpajakan tanpa denda terkait untuk pembayaran pajak yang tertunda dalam batas waktu yang ditentukan (Widajantie & Anwar, 2020). Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat mengurangi beban dalam melaksanakan tahap pengajuan ulang registrasi kendaraan tahunan (Husaini, 2020). Melalui kebijakan pemutihan perpajakan, terdapat potensi pembebasan dari sanksi administratif bagi masyarakat terkait peningkatan biaya bunga yang dikenakan pada pajak kendaraan bermotor mereka (Rahayu & Amirah, 2018b). Rahayu & Amirah, (2018a), menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan pemberian pembebasan pajak untuk kendaraan bermotor dapat meningkatkan ketaatan pemilik kendaraan terhadap kewajiban pajak mereka. Temuan ini konsisten dengan hasil studi terdahulu yang menandakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor berkontribusi pada peningkatan kesadaran para wajib pajak mengenai hak dan tanggung jawab mereka dalam membayar pajak (Husaini, 2020; Rahayu & Amirah, 2018). Meskipun demikian, Sasana et al (2021), menegaskan hasil penelitiannya bahwa program pembebasan pajak untuk kendaraan bermotor tidak mempengaruhi tingkat patuh dari seseorang yang memiliki kewajiban membayar pajak.H3: Program Pemutihan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H3: Program Pemutihan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
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METODE PENELITIAN

Studi ini termasuk dalam kategori penelitian kuantitatif, yang mengacu pada metode penyelidikan populasi atau sampel tertentu. Menurut Sugiyono (2021), penelitian kuantitatif adalah pendekatan statistik dalam menilai sejumlah populasi atau sampel. Temuan ini diperoleh dengan mengumpulkan data primer melalui pengajuan pertanyaan ke responden kuesioner ke para wajib pajak yang sudah terdaftar di Kantor Samsat Kota Bogor. Penyebarkan kuesioner dilaksanakan melalui tautan google form kepada para pemilik kendaraan bermotor yang diwajibkan membayar pajak. Pemilik kendaraan yang terdaftar di Kantor Samsat Kota Bogor menjadi subjek penyebaran kuisioner ini dengan penekanan pada kelompok usia wajib pajak mulai dari usia 18 tahun hingga 45 tahun. Isi kuesioner mencakup aspek-aspek seperti kesadaran wajib pajak, upaya sosialisasi perpajakan, pemutihan pajak, dan tingkat kepatuhan wajib pajak.
Populasi dalam penelitian ini mencakup pemilik kendaraan bermotor yang telah terdaftar di Kantor Samsat Kota Bogor. Berdasarkan data, total kontributor pajak kendaraan bermotor yang tercatat dari tahun 2019 hingga 2022 mencapai jumlah sebesar 1.877.246.
Dalam penelitian ini, teknik pemilihan sampel menggunakan metode pemilihan sampel acak sederhana atau yang kerap disebut sebagai simple random sampling, diterapkan dengan menggunakan rumus Slovin. Pendekatan metode ini dianggap "sederhana" karena proses pemilihan sampel dilakukan dengan pemilihan acak dari seluruh populasi yang ada tanpa memperhatikan atau membagi-bagi menjadi kelompok tertentu. Sampel ini terdiri dari sejumlah kecil individu yang dipilih secara representatif dari berbagai bagian populasi, dengan maksud untuk merefleksikan ciri-ciri umum dari populasi (Amin et al., 2023). Dalam hal ini, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah:



Dengan mengacu pada perhitungan tersebut, diputuskan menggunakan sebanyak 400 wajib pajak sebagai sampel penelitian yang telah terdaftar di Kantor Samsat Kota Bogor.
Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan metode regresi linier berganda, melakukan penilaian terhadap validitas dan reliabilitas, menguji asumsi klasik seperti normalitas data, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, dan juga melakukan uji hipotesis menggunakan uji F dan uji t. Semua tahapan analisis ini akan dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 26.

Berikut persamaan regresi linear berganda yang diajukan adalah:
Y = α + β1KWP+ β2SSP+ β3PPP+ ε
Keterangan : 
Y	= Kepatuhan Wajib Pajak
α	= Konstanta
β1	= Koefisien 1 
β2	= Koefisien 2 
β3	= Koefisien 3
KWP	= Kesadaran Wajib Pajak
SSP	= Sosialisasi Perpajakan
PPP	= Pemutihan Pajak
ε	= Kesalahan Acak


HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan menyebarkan kuesioner melalui google form, data berhasil dikumpulkan dari 400 responden yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan yaitu sebagai wajib pajak kendaraan bermotor di kota Bogor. Data tersebut diperoleh jumlah responden laki-laki sebanyak 81,25% sedangkan 18,75% adalah reponden perempuan. Mengenai kelompok usia responden 13,75% berusia 18 tahun s/d 25 tahun, 52% dengan usia lebih dari 25 tahun s/d 35 tahun, 31% berusia lebih dari 35 tahun s/d 45 tahun, dan 3,25% berusia lebih dari 45 tahun. Kemudian berdasarkan pekerjaan responden, diperoleh 4% pelajar/mahasiswa, 27% wiraswasta, 46,75% karyawan swasta, 5,27% karyawan BUMN, 5,25% pegawai negeri sipil, dan 11,25% pekerjaan lainnya.

Tabel 1. Uji Statistik Deskriptif
	Descriptive Statistics

	
	N
	Minimum
	Maximum
	Mean
	Std. Deviation

	Kesadaran Wajib Pajak
	400
	14
	25
	20.87
	2.224

	Sosialisasi Perpajakan
	400
	10
	20
	16.28
	2.106

	Program Pemutihan Pajak
	400
	9
	25
	20.70
	2.492

	Kepatuhan Wajib Pajak
	400
	11
	25
	20.70
	2.437

	Valid N (listwise)
	400
	
	
	
	


Sumber: Data yang telah diolah SPSS 26, 2024
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Menurut Sugiyono (2021), statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara menyeluruh karakteristik suatu objek penelitian. Fokus dari statistik deskriptif adalah memberikan informasi terperinci mengenai data yang tersedia, tanpa maksud untuk membuat kesimpulan yang bersifat umum. Perlu dilakukan pengukuran statistik deskriptif pada variabel ini dengan maksud mendapatkan ikhtisar data, termasuk nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan nilai deviasi standar dari masing-masing variabel, seperti kesadaran wajib pajak (X1), sosialisasi perpajakan (X2), program pemutihan pajak (X3), dan kepatuhan wajib pajak (Y). Hasil statistik deskriptif menunjukkan karakteristik tingkat kepatuhan wajib pajak terkait dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Rata-rata (mean) tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban pajak kendaraan sebesar 20,87, dengan standar deviasi 2,224 mengindikasikan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat kesadaran yang relatif tinggi. Sosialisasi perpajakan mendapatkan mean 16,28 dan standar deviasi 2,106, menunjukkan variasi yang sedikit lebih tinggi dalam respons responden terhadap pertanyaan terkait. Sementara itu, program pemutihan pajak dengan mean 20,70 dan standar deviasi 2,492 menunjukkan respons yang cukup konsisten dari responden terhadap program tersebut. Variabel dependen, yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak dengan mean 20,70 dan standar deviasi 2,437, menunjukkan tingkat kepatuhan yang cukup stabil dengan sebaran nilai yang terbatas.
Uji validitas dan reliabilitas telah dilakukan pada seluruh variabel. Analisis ini menerapkan korelasi Pearson bivariate dengan rumus  df = n-2, di mana n merupakan total data yang diaplikasikan. Berdasarkan hasil pengamatan, sampel (n) sebanyak 400 dengan df = 398 menunjukkan nilai r tabel 0,098. Informasi mengenai pengujian validitas terdapat pada lampiran 5, semua variabel memberikan nilai dari r hitung yang melebihi r tabel. Oleh karena itu, seluruh instrumen penelitian dianggap valid.

Tabel 2. Uji Reliabilitas
	Reliability Statistics

	Cronbach's Alpha
	N of Items

	.844
	19
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Hasil pengukuran uji reliabilitas, menunjukkan hasil dari nilai Cronbach's alpha 0,844  melebihi 0,70. Oleh karena itu, dapat peneliti simpulkan bahwa faktor dari variabel yang diteliti dapat diandalkan, memberikan hasil yang konsisten, dan dianggap sebagai alat yang memberikan hasil yang dapat diterima.

Tabel 3. Uji Asumsi Klasik
	No
	Uji
	Indikator
	Hasil
	Keterangan

	1.
	Uji Normalitas
	 Asymp.sig
(2-tailed)
	0,200
	Terdistribusi Normal

	2.
	Uji Multikolinearitas
	Tolerance/ VIF
	X1 = 0,622/1.607
	Tidak Terjadinya Multikolinearitas

	
	
	
	X2 = 0,609/1.642
	Tidak Terjadinya Multikolinearitas

	
	
	
	X3 = 0,590/1.696
	Tidak Terjadinya Multikolinearitas

	3
	Uji Heteroskedastisitas
	Rank Spearman
	[bookmark: _Hlk159142587]X1 = 0,737
	Tidak Terjadinya Heteroskedastisitas

	
	
	
	[bookmark: _Hlk159142604]X2 = 0,329
	Tidak Terjadinya Heteroskedastisitas

	
	
	
	X3 = 0,962
	Tidak Terjadinya Heteroskedastisitas


Sumber: Data yang telah diolah SPSS 26, 2024

Penelitian ini melibatkan pengujian terhadap asumsi klasik seperti pengujian normalitas data, uji multikolinearitas, dan analisis heterokedastisitas. Uji normalitas data digunakan untuk menilai sejauh mana distribusi data mendekati distribusi normal. Dalam evaluasi kecukupan normalitas, kriteria penentuan menyatakan bahwa jika nilai signifikansi (sig.) melebihi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data menunjukkan kecenderungan distribusi normal. Namun, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa data tidak mengikuti distribusi normal. Hasil pengujian normalitas data dalam penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,200 melenihi signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian normalitas memberikan indikasi tentang keberadaan distribusi normal dalam konteks penelitian ini.
Uji multikolinearitas adalah masalah umum dalam ekonometrika, dan terdapat berbagai cara untuk mengatasi masalah ini. Montgomery et al (2021) mengusulkan pengumpulan data tambahan dan melakukan spesifikasi ulang model, regresi ridge, dan regresi komponen utama untuk menyelesaikan masalah multikolinearitas. Pengamatan kriteria nilai korelasi Pearson dapat menjadi metode untuk melaksanakan uji multikolinearitas sebagai bagian dari uji asumsi klasik. Apabila nilai korelasi Pearson antar variabel berada di bawah 0,8, maka tidak ada tanda-tanda adanya multikolinearitas. Selain itu, jika nilai standar error dan koefisien beta berada di bawah 1, menunjukkan bahwa standar error rendah dan tidak terjadi indikasi multikolinearitas. Jika nilai tolerance lebih dari angka 0,10 dan Variance Inflation Factor (VIF) berada di bawah 10, dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang dimasukkan dalam model dapat diandalkan dan bersifat obyektif (Ghozali, 2021). Hasil analisis terhadap variabel independen menunjukkan bahwa tingkat dari kesadaran wajib pajak mendapatkan nilai tolerance 0,622 dan VIF 1,607. Sosialisasi perpajakan mendapatkan nilai tolerance 0,609 dan VIF 1,642, sementara program pemutihan pajak mendapatkan tolerance 0,590 dan VIF 1,696. Dengan memenuhi kriteria yang sudah diputuskan, dapat disimpulkan bahwa keandalan ketiga variabel bebas tersebut terjamin dan tidak menunjukkan adanya indikasi masalah multikolinearitas dalam analisis model yang dilakukan
Ghozali (2021), menyatakan bahwa pengujian heteroskedastisitas digunakan untuk mengevaluasi apakah terdapat ketidakseragaman variabilitas di antara residu-regresi pada setiap pengamatan dalam suatu model regresi. Jika varians residu antar pengamatan konsisten, hal ini disebut sebagai homoskedastisitas, sementara jika terdapat perbedaan, disebut sebagai heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, untuk melakukan uji dan mengatasi gejala heteroskedastisitas, maka peneliti memilih menggunakan uji Spearman's rho, yang juga dikenal sebagai rank Spearman. Uji Spearman’s rho dianggap sebagai metode yang dapat mendeteksi gejala heteroskedastisitas secara akurat. Dalam pengambilan keputusan untuk uji heteroskedastisitas menurut Ariska (2020), menggunakan metode Spearman's rho atau rank spearman, jika nilai signifikansi (sig.) 2 tailed lebih besar dari 0,05, ini menandakan bahwa tidak ada indikasi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai sig. 2 tailed kurang dari 0,05, hal tersebut menunjukkan adanya heteroskedastisitas. Akan tetapi, apabila nilai signifikansi (sig.) 2-tailed kurang dari 0,05, itu menunjukkan keberadaan heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan metode koefisien Spearman's rho mengindikasikan bahwa variabel kesadaran pembayar pajak menunjukkan tingkat sig. 2 tailed sebesar 0,737, sedangkan untuk variabel sosialisasi perpajakan tingkat signifikansinya adalah 0,329, dan untuk variabel program pemutihan pajak, tingkat signifikansinya adalah 0,962. Dengan nilai-nilai yang sudah ada, dapat peneliti simpulkan tidak ada keberadaan heteroskedastisitas pada setiap variabel, karena nilai signifikansi dua sisi untuk semua variabel melebihi 0,05. Kesimpulan ini mengindikasikan bahwa asumsi homoskedastisitas terpenuhi, dan hasil analisis dapat dipercaya untuk menafsirkan hubungan antara variabel-variabel yang diuji.
Analisis regresi linear berganda berfungsi sebagai metode statistik untuk menentukan arah dan tingkat signifikansi dari korelasi antar variabel








Tabel 4. Analisis Regresi Berganda
	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	T
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	3.587
	.906
	
	3.961
	.000

	
	Kesadaran Wajib Pajak
	.266
	.050
	.243
	5.325
	.000

	
	Sosialisasi Perpajakan
	.306
	.053
	.265
	5.741
	.000

	
	Program Pemutihan Pajak
	.318
	.046
	.325
	6.931
	.000


Sumber: Data yang telah diolah SPSS 26, 2024

Mengacu pada Tabel 5, diperoleh model persamaan :
Y = 4,135 + 0,266KWP + 0,306SSP + 0,318PPP + e

Tabel 5 menegaskan bahwa korelasi antara variabel independen dan variabel dependen menunjukkan pola hubungan yang linear. Jika nilai konstanta dalam regresi linear berganda positif, hal tersebut menandakan bahwa ketika semua variabel bebas (independen) sama dengan nol, variabel terikat (dependen) akan meningkat. Dari hasil perhitungan, diperoleh konstanta sebesar 4,135 , yang menunjukkan arah positif. Ini mengindikasikan bahwa ketika ketiga variabel bebas, yaitu kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan program pemutihan pajak diasumsikan tetap (bernilai 0), maka variabel dependen, yaitu tingkat kepatuhan dari wajib pajak, juga positif yang dimaksudkan bahwa wajib pajak telah mematuhi kewajiban mereka.

Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi
	Model Summaryb

	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate

	1
	.698a
	.488
	.484
	1.751


Sumber: Data yang telah diolah SPSS 26, 2024

Koefisien determinasi berfungsi sebagai ukuran untuk mengevaluasi sejauh mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Dengan merujuk pada tabel 2, didapati bahwa nilai adjusted R Square mencapai 0,484, yang mengindikasikan bahwa sekitar 48,4% dari variasi pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh kontribusi variabel independen yang diselidiki dalam penelitian ini. Sementara itu, sekitar 51,6% dari variasi tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam variabel penelitian ini.

Tabel 6. Uji Simultan (Uji F)
	ANOVAa

	Model
	Sum of Squares
	Df
	Mean Square
	F
	Sig.

	1
	Regression
	1155.992
	3
	385.331
	125.651
	.000b

	
	Residual
	1214.406
	396
	3.067
	
	

	
	Total
	2370.398
	399
	
	
	


Sumber: Data Diolah, 2024 Sumber: Data yang telah diolah SPSS 26, 2024
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Uji F digunakan untuk mengevaluasi pengaruh gabungan variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk menghitung nilai F tabel pada tingkat signifikansi 0,05, maka diperoleh nilai df1 = 4 - 1 = 3, dan df2 = 400 - 3 - 1 = 396. Maka nilai F tabel yang diperoleh untuk nilai signifikansi sebanyak 0,05 adalah 2,60.  Pada tabel 3 menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,000 lebih rendah daripada 0,05, dan nilai F yang dihitung (125,651) melebihi nilai F tabel (2,60). Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor seperti kesadaran wajib pajak, upaya sosialisasi perpajakan, dan pelaksanaan program pemutihan pajak berpengaruh secara penting terhadap tingkat kepatuhan pemilik kendaraan bermotor terhadap kewajiban pajak mereka. Oleh karena itu, dapat disarankan bahwa model penelitian ini pantas untuk dilanjutkan dalam penelitian lebih lanjut. 

Tabel 7. Uji Parsial (Uji T)
	Hipotesis
	Pembahasan
	Hasil

	H1 = Kesadaran wajib pajak memiliki dampak positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak.
	Nilai signifikansi 0,00 < 0,05. Nilai thitung sebesar 5.325 > ttabel yaitu 1,962
	Hipotesis diterima

	H2 = Sosialisasi perpajakan memiliki dampak positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak
	[bookmark: _Hlk158631162]Nilai signifikansi 0,00 < 0,05. Nilai thitung sebesar 5.741 > ttabel yaitu 1,962
	Hipotesis diterima

	H3 = Program pemutihan pajak memiliki dampak positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak
	Nilai signifikansi 0,00 < 0,05. Nilai thitung sebesar 6,931 > ttabel yaitu 1,962
	Hipotesis diterima


Sumber: Data yang telah diolah SPSS 26, 2024

Pengujian t dilakukan untuk memperkuat kebenaran hipotesis. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan  t hitung lebih besar dari t tabel, maka variabel bebas dengan variabel terikat cenderung meningkat dan hipotesis akan diterima.


PEMBAHASAN

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil dari uji hipotesis pertama mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan pemilik kendaraan bermotor terhadap pajak meningkat secara positif dengan adanya kesadaran dari para wajib pajak. Temuan ini searah dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh (Ramdhan & Rachman, 2023);(Cendana & Pradana, 2021); & (Kowel et al., 2019). Kesadaran dari wajib pajak sangat berkontribusi secara positif terhadap tingkat kepatuhan dalam membayar pajak untuk kendaraan bermotor, karena sebagian besar masyarakat menyadari bahwa sebagai warga negara yang bertanggung jawab, mereka perlu memenuhi kewajiban pajak. Selain itu, kesadaran ini melibatkan pemahaman karena jika menunda pembayaran pajak akan dapat merugikan pihak pemerintah daerah dan menghambat pelaksanaan program pembangunan di Indonesia. Hasil ini bertolak dengan temuan Ernita (2023), yang menghasilkan tidak adanya pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Dari hasil pengujian hipotesis kedua, terlihat dengan jelas bahwa upaya sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap sikap patuh wajib pajak. Temuan ini konsisten dengan studi Ramdhan & Rachman (2023) yang menegaskan bahwa sosialisasi perpajakan berdampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini didukung dari fakta yang ada menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan berfungsi efektif, memudahkan wajib pajak baru maupun yang sudah lama untuk memahami langkah-langkah yang perlu diambil dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil temuan ini berbeda dengan Ainul (2021), yang menjelaskan bahwa efektivitas tingkat sosialisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak berdampak signifikan pada sikap patuh dari wajib pajak dalam menjalankan tanggung jawab pembayaran pajaknya.

Pengaruh Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Dengan melakukan pengujian hipotesis ketiga, didapatkan hasil bahwa program pemutihan pajak berkontribusi positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pengujian dari Rahayu & Amirah (2018) dan Fitrianti et al (2023) memberikan dukungan terhadap temuan ini, menyimpulkan bahwa program pemutihan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap sikap patuh yang dimiliki oleh pemilik kendaraan bermotor dalam membayar pajak. Hasil ini mengindikasikan bahwa program pemutihan pajak kendaraan, khususnya di Kota Bogor, memiliki dampak yang signifikan. Program ini dapat mengurangi beban pajak, memberikan pembebasan, serta insentif terkait pokok pajak dan sanksi administrasi. Oleh karena itu, program pemutihan pajak ini menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk secara aktif mengikutinya dan memanfaatkannya. Hasil temuan ini berbeda dengan Faisol (2023); dan Aryanti (2023), yang menegaskan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan pada program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.


PENUTUP

Kesimpulan Dan Saran
Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak, upaya sosialisasi mengenai perpajakan, dan keberhasilan program pemutihan pajak secara positif memengaruhi tingkat kepatuhan pemilik kendaraan bermotor. Dalam konteks ini, semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin efektif upaya sosialisasi perpajakan, dan semakin baik pelaksanaan program pemutihan pajak, maka semakin tinggi pula kemungkinan tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat.
Berdasarkan temuan dari penelitian ini, maka peneliti menyarankan untuk penelitian berikutnya agar dapat mencapai hasil yang lebih optimal. Saran yang diusulkan meliputi: 1) perlu adanya peningkatan upaya sosialisasi oleh pemerintah terkait kewajiban perpajakan untuk mendorong tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Langkah ini dapat diimplementasikan melalui penyuluhan dan layanan yang berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Samsat. Dengan pendekatan ini, diharapkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan dapat ditingkatkan. 2) perlu adanya bukti pendukung saat penyebaran kuesioner seperti wajib pajak memberikan nomor polisi kendaraan atau dokumentasi bersama wajib pajak guna memperkuat hasil penelitian. 3) peneliti menyarankan untuk menambahkan unsur variabel independen lain, guna memperluas analisis dan pandangan terhadap faktor-faktor yang memengaruhi sikap patuh dari wajib pajak.
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